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Abstrak 

 

Yayang Erika Amandani : Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai dalam 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri, 

Skripsi, Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI 

Kediri, 2023. 

 

Kata Kunci : Sistem Transaksi Non Tunai, Pengelolaan Keuangan Daerah 

  

Implementasi sistem transaksi non tunai ini merupakan upaya pemerintah dalam 

mencegah terjadinya korupsi dan penyelewengan dana. Hal ini dilakukan agar 

meningkatkan transparansi pada pengelolaan keuangan daerah pada setiap instansi 

di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui proses implementasi sistem 

transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten kediri (2) dan apa keuntungan dan kendala implementasi sistem 

transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten kediri. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan 

kualitatif sedangkan untuk jenis penelitiannya dilakukan dengan jenis penelitian 

deskriptif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam prosedur 

pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Keabsahan temuannya menggunakan triangulasi sumber. Hal ini 

bertujuan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data 

yang diperoleh dari berbagai sumber. Kesimpulan hasil penelitian ini membuktikan 

bahwa implementasi sistem transaksi non tunai dalam penerimaan daerah masih 

belum sesuai dengan teori dan bertahap menuju sistem transaksi non tunai, 

sedangkan implementasi sistem transaksi non tunai dalam pengeluaran daerah 

sudah sesuai dengan teori. Implementasi sistem transaksi non tunai di Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri bisa dikatakan cukup baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini munculnya isu otonomi daerah di Indonesia yang memberi 

kesempatan pada pemerintah daerah dalam merancang dan menentukan 

pelayanan kepada publik yang terletak pada tata kelola keuangan daerah guna 

menciptakan good governance dalam menciptakan pemerintahan yang sehat 

dan bersih demi kesejahteraan masyarakat. Setiap pegawai suatu pemerintah 

juga memiliki peran dalam mewujudkan peraturan pemerintahan yang baik. 

Akuntansi pemerintahan sebagai bidang ilmu pengetahuan tentang cara 

pengelolaan keuangan yang dapat memberikan informasi kepada pihak tentang 

pelaksanaan kegiatan ekonomi oleh  pemerintah itu sendiri. Akuntansi 

pemerintahan mengkhususkan pencatatan dan pelaporan atas transaksi-

transaksi yang terjadi pada badan pemerintah. Perbedaan antara organisasi non-

profit dengan organisasi profit adalah dalam tujuannya. Akuntansi 

pemerintahan menyediakan laporan keuangan yang bermanfaat mengenai 

aspek kepengurusan dan administrasi keuangan negara serta membantu 

mengadakan kontrol atas pengeluaran meliputi Anggaran Negara agar sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Pengelolaan keuangan daerah 

yang baik ditandai dengan meningkatnya kemandirian daerah, adanya prinsip 

akuntabilitas dan tranparansi publik, sehingga pengelolaan uang yang akan 
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dibelanjakan dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam 

prosesnya melalui pelaporan keuangan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat, 

guna melihat apakah sejauh ini tingkat pemakaian anggaran daerah sudah 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Sehingga tidak 

akan ada asumsi masyarakat tentang penyelewengan anggaran daerah. 

Pengelolaan keuangan daerah itu merupakan “Pengelolaan keuangan daerah 

meliputi seluruh kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah” (Baldric, 

2015). Berbagai kebijakan diperbaharui oleh pemerintah guna menciptakan 

pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, salah satunya adanya 

implementasi transaksi non tunai.  

Implementasi sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan 

daerah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghindari praktek 

korupsi serta upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi pada setiap 

transaksi dan menghindari penyelewengan pada penggunaan anggaran daerah. 

Di Indonesia sering sekali terjadi kasus korupsi dalam tingkatan pejabat tinggi 

maupun aparatur pemerintah. anggaran dana yang memiliki nominal besar 

tentu sesuatu hal yang sangat menggiurkan bagi seseorang yang ingin 

melakukan penyelewengan dana dan yang berujung tindakan korupsi.  Hal ini 

tertera pada Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan 

dan Pemberantasan Korupsi. 

Kemendagri mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri pada 

tanggal 17 April 2017 Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi 
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Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dilanjutkan oleh 

Kabupaten Kediri pada tanggal 3 Maret 2021 Nomor 900/1100/418.51/2021 

Nota Dinas dari Plt.Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kediri menetapkan pelaksanaan Transaksi Non Tunai secara 

bertahap yang meliputi transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan 

daerah. 

Sistem transaksi non tunai dilakukan tanpa menerima atau 

menggunakan uang secara fisik, tetapi melalui transfer informasi antara pihak-

pihak yang terkait baik dalam transaksi jasa maupun barang. Selain itu juga 

dianggap lebih praktis dan efisien bahkan dapat mendukung perekonomian 

melalui tingkat ketepatan peredaran uang. Transaksi non tunai memang 

penerapannya paling mudah dan efesien, namun bisa memiliki hambatan 

seperti sistem aplikasi keuangan dan jaringan teknologi  yang kurang maksimal 

sehingga membutuhkan pembaharuan yang mungkin bisa menghambat sebuah 

transaksi.  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adam Dkk 

(2021) menyatakan bahwa dengan adanya sistem transaksi non tunai dapat 

meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah, dengan didukung sistem 

informasi yang terintergrasi akan mencatat transaksi secara tepat dan akurat 

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Lailatur dan Dian (2022) menyatakan 

bahwa sistem transaksi non tunai sebagai dasar tata kelola keuangan 

pemerintahan segala jenis transfer dapat dipantau secara real time guna 
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kepentingan kesesuaian antara pelaporan buku kas umum dengan laporan 

rekening bank.  

Salah satu faktor yang menghambat penerapan transaksi non tunai yaitu 

kurangnya regulasi instruksi dari pemerintah tentang transaksi non tunai tidak 

disosialisasikan dengan maksimal yang membuat pemahaman tentang 

pentingnya penerapan transaksi non tunai dalam meningkatkan tata kelola 

keuangan yang baik dan transparan masih kurang. Terdapat pihak ketiga atau 

pihak penyedia barang atau jasa yang belum memiliki rekening daerah yang 

bekerja sama dengan pemerintah daerah, hal tersebut yang menimbulkan 

kesulitan dalam proses implementasi sistem transaksi non tunai dalam 

pelaksanaan penerimaan maupun belanja daerah. Sehingga kualitas sumber 

daya relatif belum memadai secara penuh dalam tuntutan pekerjaan yang 

terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Sedangkan menurut penelitian dari Hariyono (2020) menunjukkan hasil 

bahwa penerapan transaksi non tunai pada pemerintah daerah kabupaten landak 

masih memiliki kendala pada kesiapan sumber daya manusianya, selain itu 

infrastruktur yang kurang memadai seperti masih ada beberapa bendahara 

penerimaan pada pemerintah daerah yang menyetorkan pendapatan secara 

tunai karena tidak adanya kantor cabang pembantu bank kalbar. Kemudian 

ketersediaan sinyal yang kurang memadai menyebabkan pendapatan yang 

seharusnya disetor ke kas daerah maksimal 24 jam menjadi lebih dari 24 jam. 

Sehingga proses penerapan transaksi non tunai tidak berjalan secara efisien dan 

aman. 
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Dalam memaksimalkan penerapan transaksi non tunai, pemerintah 

Kabupaten Kediri terus melakukan upaya pengembangan dengan melakukan 

sosialisasi penerapan transaksi non tunai terhadap semua pihak yang terkait. 

Salah satu perangkat daerah di Kabupaten Kediri yang sudah mulai 

menerapkan transaksi non tunai ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Kediri. Kebijakan implementasi transaksi non tunai yang tertuang dalam 

Peraturan Bupati No.23 Tahun 2021 diharapkan bisa menjadi pedoman dan 

panduan pelaksanaan transaksi non tunai bagi pihak-pihak terkait di 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri terutama di Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Kediri. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik 

melakukan penelitian terkait implementasi sistem transaksi non tunai dalam 

pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Kediri, dengan judul : 

“Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan 

Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dikemukakan bahwa 

penelitian ini memfokuskan pada implementasi sistem transaksi non tunai yang 

merupakan bagian dalam proses pengelolaan keuangan daerah pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri. 

C. Rumusan Masalah 

1) Bagaimana proses Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai dalam 

Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Kediri? 
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2) Bagaimana keuntungan dan kendala dalam proses Implementasi Sistem 

Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui proses Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai dalam 

Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Kediri. 

2) Untuk mengetahui keuntungan dan kendala yang dihadapi dalam proses 

Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan 

Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri. 

E. Manfaat Penelitian 

Suatu Penelitian pasti memiliki manfaat, baik itu pada penelitian kualitatif 

maupun kuantitatif. Sesuai dengan judul penelitian ini yang menggunakan 

metode kualitatif maka manfaat penenlitian ini bersifat teoritis dan praktis, 

adapun manfaat penelitian sesuai judul : 

1) Manfaat Teoritis 

a. Bagi Akademisi 

Manfaat penelitian ini dapat menjadi bahan suatu kajian dan informasi 

pada bidang akademik terutama ilmu akuntansi pemerintah dan bisa 

menjadi sumber ilmu pengetahuan seperti beberapa konsep atau teori 

yang mengkaji implementasi sistem transaksi non tunai dalam 

pengelolaan keuangan daerah. 
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b. Bagi Peneliti 

Sebagai acuan dalam menambah wawasan, pengetahuan, dan 

pengalaman penelitian mengenai implementasi sistem transaksi non 

tunai dalam pengelolaan keuangan daerah yang berguna untuk masa 

yang akan datang. 

2) Manfaat Praktis 

Manfaat penelitian ini dapat memberikan pertimbangan masukan 

pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri dalam pengembangan 

sistem transaksi non tunai supaya semakin baik dan tertata pada 

penerapannya dan mampu memberikan gambaran kepada masayarakat 

secara luas untuk memahami pentingnya implementasi sistem transaksi 

non tunai yang merupakan sistem baru dalam pengelolaan keuangan 

daerah. 
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